BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN  2006
TENTANG
PENATAAN KEGIATAN USAHA
DI KAWASAN PANTAI PARANGENDOG SAMPAI DENGAN PANTAI PARANGKUSUMO 

DESA PARANGTRITIS  KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL

Menimbang
:
a.
bahwa untuk mengantisipasi bahaya tsunami dan bencana alam lainya serta untuk melindungi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat Bantul agar  dalam kegiatan usaha di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo merasa aman, tenteram dan mendapatkan keadilan maka  perlu dilakukan upaya antisipatif sejak dini; 



b.
bahwa dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo perlu dilakukan penataan serta pengembangan yang mengacu pada SAPTA PESONA; 


c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai Dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem; 



3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 



4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 



5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 


6.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 



7.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 



11.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung; 



12.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul; 



14.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan; 



15.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul; 



16.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan; 



17.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; 



18.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2004 tentang          Rencana Teknis Obyek Wisata Parangtritis.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan   
:
PERATURAN  BUPATI   BANTUL  TENTANG   PENATAAN   KEGIATANUSAHA DI KAWASAN PANTAI PARANGENDOG SAMPAI DENGAN PANTAI PARANGKUSUMO DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

5. Zona Preservasi Alam Pantai yang untuk selanjutnya disebut Zona Preservasi adalah kawasan tepi Pantai Parangtritis dengan batas utara berupa jalan lingkungan yang ditetapkan pemerintah yang harus bersih dari bangunan kecuali dengan izin Pemerintah Daerah apabila untuk kepentingan yang lebih besar.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Penataan Kegiatan Usaha di kawasan Pantai Parangendog sampai Pantai Parangkusumo berazaskan :

a. Kewaspadaan, yaitu bahwa pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo seoptimal mungkin dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana dan permasalahan di kemudian hari;

b. Pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo untuk kegiatan kepariwisataan secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

c. Pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya adiluhung dan kekayaan alam di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo;

d. Keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo;

e. Berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;

f. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo.

Pasal 3

Tujuan Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo adalah :

a. meminimalisir kemungkinan adanya korban bila terjadi bencana tsunami;

b. meningkatkan kualitas fisik dan lingkungan di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo;

c. mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan terhadap sumberdaya yang ada di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo;

d. meningkatkan iklim investasi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih berkualitas di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan dengan Pantai Parangkusumo;

e. mengembangkan dan merevitalisasi potensi kepariwisataan kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo sehingga mampu tumbuh dan berkembang sebagai tujuan wisata yang mempunyai daya tarik khusus dan memiliki peran serta yang strategis bagi pengembangan pariwisata di Daerah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 4

Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo berfungsi :

a. sebagai pedoman pengaturan yang melengkapi Keputusan Bupati Bantul Nomor     127 Tahun 2004 tentang Rencana Teknis Obyek Wisata Parangtritis;

b. sebagai pedoman pengaturan pengelolaan kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo;

c. sebagai pedoman pengaturan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo;

d. sebagai pedoman dalam pemberian perizinan kegiatan di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan  Pantai Parangkusumo.

BAB III

PENGATURAN

Bagian Kesatu

Pengaturan Berusaha

Pasal 5

(1) Kegiatan usaha ekonomi di areal Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo hanya bisa dilakukan di Zona Preservasi dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku

(2) Tempat tinggal,warung atau kios dan mandi, cuci, kakus yang sudah terlanjur berada di Zona Preservasi alam pantai di areal Pantai Parangendog sampai Pantai Parangkusumo akan segera direlokasi ke kawasan baru di sebelah selatan Parangwedang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan-ketentuan yang saling melengkapi sebagai berikut :

a. 1 ( satu ) Kepala Keluarga ( KK ) atau pasangan nikah yang belum memiliki       Kartu Keluarga (KK) sendiri yang semula memiliki 1 (satu) tempat usaha / lebih di Zona Preservasi hanya memperoleh jatah 1 (satu) tempat usaha;

b. demi keadilan dan toleransi, tempat usaha yang baru hanya diberikan kepada yang belum memiliki tempat usaha di tepi utara Zona Preservasi yang ditetapkan pemerintah;

c. mereka yang telah melaksanakan investasi awal untuk rencana parkir di selatan Parangwedang akan mendapatkan tempat usaha di areal relokasi, sepanjang mereka belum mempunyai los atau lahan usaha di utara Zona Preservasi serta memenuhi persyaratan lainnya;

d. nama-nama yang memperoleh jatah tempat usaha adalah nama-nama sesuai masukan dan rekomendasi Pemerintah Desa Parangtritis;

e. karena keterbatasan kemampuan pemerintah dan lahan yang ada,para penerima tempat usaha di areal relokasi harus menerima keluasan tempat usaha ataupun jenis usaha yang ditetapakan pemerintah;

f. tempat usaha baru yang diterimakan bukanlah hak milik para penerima, melainkan hanya hak pemanfaatan dengan ketentuan pemanfaatan 2 (dua) tahun pertama tidak akan dikenai biaya sewa, yang selanjutnya akan diatur kemudian melalui perjanjian;

g. tempat usaha baru tersebut hak pemanfaatanya bisa digunakan selamanya dan dapat diwariskan;

h. tempat usaha baru tersebut tidak bisa dipindahtangankan ataupun dijual;

i. para penerima tempat usaha di areal relokasi harus berusaha sesuai peraturan yang berlaku dan mengutamakan kepuasan pelayanan kepada wisatawan berdasarkan SAPTA PESONA.

(3) Areal parkir di kawasan relokasi dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Pemerintah Desa Parangtritis

Bagian Kedua

Lokasi Relokasi

Pasal 6

(1) Lokasi relokasi tempat usaha adalah areal milik pemerintah atau Sultan Ground di selatan Parangwedang, dengan keluasan menyesuaikan.

(2) Dilokasi tersebut akan dibangun kios,los-los tempat usaha,areal parkir, dan panggung terbuka berikut sarana prasarana penunjangnya.

(3) Semua biaya pembangunannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

(1) Semua kegiatan usaha termasuk pedagang asongan dilarang dilakukan di Zona preservasi kecuali kegiatan usaha yang di ijinkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Hak pemanfaatan tempat usaha yang baru diterima tersebut dilarang untuk dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan

(3) Dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan atau dengan tata cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Bagian Keempat

Penanganan Pelanggaran

Pasal 8

Semua pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi dengan cara pembongkaran atau penyitaan bangunan illegal dan/atau dengan cara-cara lain sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pelaksanaan Penataan kegiatan Usaha di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo diselenggarakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, keselamatan atas kemungkinan terjadinya bencana Tsunami, dan pelestarian lingkungan, di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi semua dinas atau instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 16 September 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor                 Tahun 2006

Tanggal 16 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  Drs. GENDUT SUDARTO KD, B.Sc., MMA

         ( Pembina Utama Muda, IV/c )

                  NIP. 490017858
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